BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. ORGANISASI
          Kabupaten Kudus adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Letak Kabupaten Kudus antara 110o36’ dan 110o50’ Bujur Timur dan antara 6o51’ dan 7o16’ Lintang Selatan. Kabupaten Kudus berketinggian rata-rata + 55m di atas  permukaan air laut. Beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Dengan curah hujan relatif  rendah, rata-rata di bawah 2.000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun.
Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.
Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. 
Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus sampai dengan periode Bulan Desember 2014  sesuai Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus tercatat sebesar  888.465 jiwa terdiri dari 442.736  jiwa laki-laki (49,83%) dan 445.729  jiwa perempuan (50,17%). 
Pemerintah Kabupaten Kudus saat ini dipimpin oleh :
1. Bupati		           :  H. Musthofa
2. Wakil Bupati	           :  H. Abdul Hamid
3. Sekretaris Daerah        :  Drs. Noor Yasin, MM
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada bulan Januari 2009, Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan perubahan SOTK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
5.     Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah :
1. Sekretariat Daerah  (3 Asisten, 10 Bagian);
2. Sekretariat DPRD;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Dinas Daerah 	(12 Dinas);
5. Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat, 4 Badan, 5 Kantor, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja);
6. Kecamatan (9);
7. K`elurahan (9).

B. STRUKTUR KEPEGAWAIAN / SUMBER DAYA MANUSIA
Pemerintah Kabupaten Kudus didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 9.051 pegawai dengan rincian menurut golongan dan menurut eselon, sebagai berikut: 
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
  KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2014
	GOLONGAN / RUANG
	ESELON
	NON ESELON
	JUMLAH

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	TENAGA
	STAF
	

	
	
	
	
	
	
	FUNGSIONAL
	
	

	Golongan IV/e
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	Golongan IV/d
	-
	1
	-
	-
	-
	4
	-
	5

	Golongan IV/c
	-
	12
	1
	-
	-
	9
	3
	25

	Golongan IV/b
	-
	9
	33
	3
	-
	25
	2
	72

	Golongan IV/a
	-
	1
	68
	60
	-
	3.297
	8
	3.434

	JUMLAH GOLONGAN IV
	-
	23
	102
	63
	-
	3.336
	13
	3.537

	Golongan III/d
	-
	-
	10
	220
	6
	532
	51
	819

	Golongan III/c
	-
	-
	-
	100
	1
	438
	162
	707

	Golongan III/b
	-
	-
	-
	12
	19
	567
	472
	1070

	Golongan III/a
	-
	-
	-
	-
	-
	412
	213
	625

	JUMLAH GOLONGAN III
	-
	-
	10
	332
	26
	1.949
	904
	3.221

	Golongan II/d
	-
	-
	-
	-
	-
	191
	124
	315

	Golongan II/c
	-
	-
	-
	-
	-
	523
	213
	736

	Golongan II/b
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	606
	618

	Golongan II/a
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	214
	214

	JUMLAH GOLONGAN II
	-
	-
	-
	-
	-
	726
	1.157
	1.883

	Golongan I/d
	-
	-
	-
	-
	
	-
	160
	160

	Golongan I/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73
	73

	Golongan I/b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	176
	176

	Golongan I/a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	JUMLAH GOLONGAN I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	410
	410

	TOTAL
	-
	23
	112
	395
	26
	6.011
	2484
	9.051


C. KEGIATAN POKOK
Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Kudus mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan  berdasarkan  kriteria pembagian Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri atas  Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
Urusan Wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus meliputi:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan Olah Raga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.  
21. Ketahanan Pangan
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informasi
26. Perpustakaan
Sedangkan Urusan Pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus meliputi:
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Perikanan
6. Perdagangan
7. Industri
8. Ketransmigrasian

D. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun          2013-2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten  Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014.
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	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
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BAB VII
PENUTUP

            Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan maksud membantu mempermudah pemahaman pembaca/pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus. Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.



KUDUS,                         2015

BUPATI KUDUS,




         M U S T H O F A
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